
W ALIKOTA SEMARANG, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka .kelancaran pelaksanaan pelayanan 

pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) Provins! Jawa Tengah Tahun 2017 untuk Dinas 
Pendidikan Kota Semarang maka perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 2017 sebelum dicantumkan dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk 
Teknis Penganggaran, Pelaksanaan. dan Penatausahaan serta 
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah 
Saluan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh 
Kabupaten / Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Keputusao Gubemur Jawa Tengah Nomor 420 / 8 
Tahun 2017 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan 
Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama 
Terbuka (SMPT) Negeri dan Swasta serta Sekolah Dasar Luar 
Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 
(SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa {SMALB), 
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Seko1ab Menengah 
Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 2017 yang bersumber dart Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Alokasi 
Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana 
dimaksud huruf a dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu 
menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 
pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Dae rah; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NO MOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG 
TAHUN ANGGARAN 2017 

NOMOR 'll TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

PROVINSI JA WA TENGAH 

WALIKOTA SEMARANG 

I I« 
• I 



l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
Repu blik Indonesia 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 'Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, 'I'ambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun.2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan 
Walikota Semarang tentang Perubahan Keenam Atas 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat 



i 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah 1'ingkat Il Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembantukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, .Jepara dan 
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat 11 di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89): 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4584); 

16. Peratu.ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintab (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintab Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

19. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2017; 

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Perubahan At.as Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tah.un 2013 Nomor 5, Tambahan 
Lerobaran Daerah Kota Semarang Nornor 83); 



1. Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagai - 
mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini; 

2. Lampiran H pada kode rekening belanja, program dan kegiatan 
pada Dinas Pendidikan, Bap_peda dan Dinas Perindustrian Kota 
Semarang diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum 
daJam Lampiran II Peraturan Walikota ini; 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 
129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Serita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 129} sebagaimana 
telah cliubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota 
Nomor 22 Tabun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabara.n 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerab Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 
22), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2017 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017. 

MEMUTUSKAN: 

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kora 
Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kora 
Semarang Tahun 2016 Nomor 16 ); 

23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kora 
Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 
Tahun 20 I 7 ten tang Perubahan Kelima atas Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 rentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 201 7 (Serita Daerah Kora 
Semarang Tahun 2017 Nomor 22); 



1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah tstimewa 
Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
Republik Indonesia 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ·2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
daJam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan 
WaJikota Semarang tentang Perubahan Keena.m Atas 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2017 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat 



10. Peraturan Pemerintah. Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat ll Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pernbantukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat JI Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 
Kendal serta Penataan Kecamatan di WiJayah Kotarnadya 
Daerah Tingkat Il di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

J 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4584); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
RepubHk Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2017; 

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomo.r 1), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerab Kot.a Semarang Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kota Semarang Nomor 83}: 



l. Lampiran J diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagai - 
mana tercantum dalam Lampiran l Peraturan Walikota ini; 

2. Lampiran II pada kode rekening belanja, program dan kegiatan 
pada Dinas Pendidikan, Sekreta.riat Daerah, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian dan Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah Kata Semarang diubah, dengan 
perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran JI 
Peraturan Walikota ini; 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 
129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Serita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana 
telah diubah. beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota 
Nomor· 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahua 2017 Nomor 
22), diubah sebagai berikut: 

Pasal J 

Menetapkan : PERATURAN WALlKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS 
PERATURAN WALfKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2017 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017. 

MEMUTUSKAN: 

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2016 Nomor 16 ); 

23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kelirna atas Peraruran 
Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota 
Semarang Tah.un Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota 
Semarang Tah.un 2017 Nomor 22); 



BERITA DAER.AH KOT.A SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 

Diundangkan di Semarang 
pad a tanggal } I tov: ~ !l T .,t O h 

. f . . 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

ADJTR;~NTO 

HENDRAR PRIHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal ,1 A~~lL-'S. 2u17 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Semarang. 

Pasal 11 

3. Pelaksanaa.n perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 
dan angka 2 diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat 
Daerah dan Dokurnen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Organiaast Pengelola Keuangan Daerah yang bersangkutan. 



JUMLAH SERTAMBAH/ (BERKURANG) 
NO URAlAN SEBELUM SETELAH (Rp) (%) 

URUT PERUS.AHAN PERUBAHAN 
1 2 3 4 5=4-3 6 

1, PENDAPATAN DAERAH 
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,513.277.689.000 1.633.698,064.218 120,420.375.218 7,96 
1.1.1 Hasil Pajak Daerah l .080.695.471.000 1.080.695.471.000 0 0 
1.1.2 Hasll Retribusl Daerah 317.775.919.000 117.775.919.000 0 0 
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Oaerah Yang Diplsahkan 30.177.110.000 30.177.110.000 0 0 
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah 284.629.189.000 405.049.564.218 120.420.375.218 42,31 

1.2 Dana Perimbangan 1.901.703.664.000 1.901.703.664.000 0 0 
1.2.1 Dana Bagi HasU Pajak/Bagi HaSil Bukan Pajak 214.428.527.000 214.426.527.000 0 0 
1.2.2 Dana Alokasl Umum 1.376.255.966.000 l.376.255.966.000 0 0 
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 311.019.171.000 311.019.171.000 0 0 

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 535,160.000.000 567.527.200.000 32.367 .200.000 6,05 
1.3.l Dana Bagi Hasll Pajak dart Provins! dan Pemerlntah Daerah Lainnya 535.160.000.000 535.160.000.000 0 0 
1.3.2 Bantuan Keuangan dart Provinsl atau Pemerintah Daerah Lalnnya 0 32.367.200.000 32.367 .200.000 100 

lUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3.950.141.353.000 4.102.928.928.218 152.787.575.218 3,87 

2 BELANlA DAERAH 
2.1 Bclanja Tidak Langsung 1.599.095.148.000 1,599.095,148.000 0 0 
2.1.1 BelanJa Pegawai l.517.508.236.000 1.517.508.236.000 0 0 .. - 46.746.500.000 0 2.1.2 BelanJa Hlbah 48.746.500.000 0 
2.1.3 Belanja Banb.Jan Soslal 21.856.150.000 21.856.150.000 0 0 ~ 

DAFTAR REKAPITULASI PERUBAHAN KEENAM PENJABARAN APBD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 

LAMPlRAN l 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NO MOR 
TENT ANG 
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTAi"IIG 
pgNJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMAR..\NG TA HUN 2017 



JUMLAH BERTAMBAH/(BERKURANG) 
NO URMAN SEBELUM SITT LAH (Rp) (%} 

URUT PERUBAHAN PERUBAHAN 
1 2 3 4 5,.4_3 6 

1. PENDAPATAN DAERAH 
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.513.277.689.000 1.633.698.064.218 120.420.375.218 7,96 
1.l.1 Hasil Pajak Daerah 1.080.695.471.000 1.080.695.471.000 0 0 ·--- 1.1.2 Hasil Retribusl Daerah 117.nS.919.000 117.775.919.000 0 0 
l.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dlplsahkan 30.177 .110.000 30.177.110.000 0 0 
1.l.4 Laln-laln Pendapatan AslJ Oaerah yang 5ah 284.629.189.000 405.049.564.218 120.420.375.218 42,31 

1.2 Dana Perimbangan 1. 901.703 .664.000 1.901.703.664.000 0 0 
1.2.1 Dana Bagi Hasll Pajak/Bagi Hasll Bukan Pajak 21 •1.428.527.000 2 t 4.428.527 .000 0 0 
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.376.255.966.000 l.376.255.966.000 0 0 
1.2.3 Dana Alokasl Khusus 3.11.019.171.000 311.019.171.000 0 0 

1.3 I Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 535.160.000.000 567 .527 .200.000 32.367 .200.000 6,05 
1.3.1 I Dana Bagi Hasil Pajak dart Provinsl dan Pemerintah Oaerah Lalnnya 535.160.000.000 535.160.000.000 0 0 
1.3.2 Bantuan Keuangan dari f>rovlnsl atau Pemerlntah Daerah Lalnnya 0 32.367.200.000 32.367.200.000 100 

lUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3.950.141.353.000 4.102.928,928.218 152.787.575.218 3,117 

2 BELANJA DAERAH 
2.1 Belanja Tidak uingsung 1.599.095.148.000 1599.095.148.000 0 0 
2.1.l Belanja Pegawai 1.517.508.236.000 l.517.508.236.000 0 0 
2.1.2 BelanJa Hlbah 48.746.500.000 48.746..500.000 0 0 
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 21.856.150.000 21.856.150.000 0 0 

DAFTAR REKAPITULASI PERUBAHAN KEENAM PENJABARAN APBD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 

LAMPIRAN I 
PERATURAN WA.LIKOTA Sli:MAl{ANU 
NOMOR 
TE-NT ANG 
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WAL!KOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG 
PEN,JABARAN ANGGARAN .PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 



HENDRAR PRIHAD! 

K 

_,,., ... _._ - -- - ~ ··- .... ,_. ·- 
Sellelum Pergeseran Selclah Pe<geseran 

Hal. Buku 
No Penjabaran SKPO/Kode Rekentng Uralan Anggaran Sl<PD/Kode Rekenl119 Ura Ian Anggar.m Selisih I 

APSD 2017 
3.1.05.3.1.05.03.0 l .O 18 RAPAT·RAPAT KOOROIAASI DAN 6.7l7.SU.000 3.1:05.3. J.05.oJ.O!.O 18 RAPAT·RAPAT KOOROJNIISI DAN 6.717.511.000 0 

KONSULTIISI KE lUAR DAERAII KONSVLTASI KE lVAA DAEAAH 

5.2.2 BELANJA !!MANG DAN JASA 6.717.5\1.000 5.2.2 BEL.ANJA llAAANG OAN JASA 6.717.511.000 0 

5.2.2.LS BclaaJa Ptljalanan Dinos 6.717.511.000 5.2.2.IS Belanja l>,,ljilanan Dlnas 6.717.511.000 0 

5.2.2.15.01 Belanja Peljalanan Olnas Dalam l.JP.629.000 5.2.2.15.01 Belanja Perjolanan Dinos DaL!m 675.629.000 (662.000.000) 
Daerah Oaerah 

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Oinas l.uN Dottah 4.679.682.000 S.2.2.15.02 8elan,a ~alanan Dlnas war Daeral1 S.291.682.000 612.000.000 

5.2.2.15.03 &elanja Ponalanan Dioas tuar Neoe,I 700.200.000 5.2.2.15.0J Belan)O Peljalanan Dinos War 1>1e9erl 750.200.000 50.000.000 

.JUmlah 1'1!r OPO 7.227.0ll.()00 7.227.011.000 0 

JUMI.A}I TOTAL 11.428.553.000 131.848.928.?18 120.120.375.218 

1047 



Sebelurn Pergeseran Setelah Pergeseran 
Hal. Buku 

No Penjabaran SKPO/Kode Rekening Uralan Anggaran SKPO/Kode Rekenlng Uralan Anggaran Sefisil Ket 

Al'SD 2017 
1 DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN I 

1.1.01.1.u 1.01.16.<»1 BOS SON RElOSARI 01 O l,l.01.l.1.0l,01.l6.004 BOS SON REJOSARJ 01 713392.231 713.392.231 

S.2.1 81:U\NJA PEGAWAI 0 5.2.l BElAN)A PEGAWAI 7.200.000 7.200.000 

5.2.1.01 flonoranum PNS 0 5.2.1.0l l!onor.nium PNS 7.200.000 7.200.000 

S.2.1.01.06 Honoranum S<lf'odal>ara 0 5.2.1.01.06 lionoranum Bendahara 7.200.000 7.200.000 

5.2.2 BElANIA BAJWIG DAN JASA o s.2.2 Ill: L.ANJA BARANG DAN JASA 489.05'1.231 489.059.231 

5.2.2.0l Bc,lanj1 83tian Pa!<al Habls o s.,.2.01 Belonja llahan Paka, Hal)ls 26.302.000 26.302.000 

5.2.2.01.01 ll<!lanja Alat TUiis Kantor 0 5.2.2.01.01 8elaf\la Alat Tuls Kantor 7.277.000 7.277.000 

5.2.2.01.04 SelanJ• Perangko, Maten,; don Benda 0 5.2.2.01.01 Selanja Perangko, Mal('lal dan Benda 3.105.000 3.lOS.000 
Pos lalnnya Pos l.lllnnya 

5.2.2.01.07 Belanja PeogiSlan tabung 1)<!1"1adam O S.2.2.0t.07 BelanJa Penglsli!II tabun9 pemadam 19.).000 150.000 
tebau ... n ket,al:a,a,\ 

5.2.2.01.10 BelanJa Laundry 0 5.2.2.01.10 Boiani• l.aundry 4.000.000 M00.000 

5.2.2.01.18 BelanJa perallltan/ Pl!flengl<apan 0 5.2.2.01.18 Belar,J, pcralata,,/ peff•ngkaian 9.770.000 9.770.000 
kepomuk.,.n k.epramukaan 

5.2.2.0UO Belanja Bender• don u,roul,umb.JI 0 5.2.2.01.20 Bclanja S.,,,dera Clan umW.umoul 2.000.000 2.000.000 

5.2.2.02 Bclanja S.han/Materlal o s.2.2.02 SelanJ• 8ahat\/11aterlal 13.450,000 l),4$0.000 

5.2.2.02.04 Belanja bahan obal·obatao o s.2:1.02.01 Belan:I• bah•n obat-obatan 1,850.000 1.850.000 

s.:2.2.02.1s Bdanja bahan peraga/ O S.2.2.02.15 llelanja bahan 1"'••9N I l.600.000 11.600.000 
pel.i~pl'\lktek/ p,,meron/ alot peloUhan/praktek/ parnttan/ alat 
b.iotu/ ketrami,;lan banbl/ ketrM'4)ilan 

5.2.2.03 S.bnj, Jaso Kllntot 0 5.2.2.03 04lan)a Jasa Kantor 5.257.000 5.257.000 

5.2.2.03.05 Belaf\lo Surat Kat>ar/MaJalah 0 5.2.2.03.0S BelM)a Surat Kabar/Majaloh 1.657,000 1,657.000 

5.2.2.03.18 Belanja Jaso Peng•1'91<uta11 Sompoh o S.1.2.03.18 Bclol\J• Jaso PftlpangkutM sampan 3.600.000 3.600.000 

LAMPIRAN II 
PERATURAN WALJKOTA SEMARANG 
NO MOR 
TENT ANG 
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANC 
PEN,JABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
PERUBAHAN KEENAM PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH KOTA SEMARANG 

TAHUN ANGGARAN 2017 



HENDRAR PRIHADI 

JUMLAH BERTAMBAH/(BERKURANG} 
NO URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) (%} 

URUT PERUBAHAN PERUBAHAN 
1 2 3 4 5=4-3 6 

2.1.4 BelanJa santuen Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, 984.262.000 984.262.000 0 0 
Pemerlntah Desa Dan Partai Polltik - 2.1.5 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 

2.2 Belanja Langsung 2,951.062.556.000 3,103.850.131.218 152. 787 .575.218 5,18 
2.2.1 Belanja Pegawal 150.744.352.514 153.409.372.514 2.665.02.0.000 1,77 
2.2.2 Belanja Barang Jasa 1.458.348.935.096 1.548.232.768.350 89.883.833.254 6,16 
2.2.3 Belanja Modal 1.341.969.268.390 1.402.io1.99o.3S4 60.238.721.964 4,49 

JUMLAH BELANJA DAERAH 4.550,157 ,704,000 4,702,945.279.218 152.787.575.218 3,36 

Surplus / Delisit Belanja Daerah (600.016.351.000) (600.016.351 .000) 0 0 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 624.255.351.000 624.255.351.000 0 0 
3.1.2 Sisa Leblh Perhlb.mgan Anggaran Tahun Anggaran 5ebelumnya (SILPA) 624.255.351.000 624.255.351.000 0 0 

lumlah Penerlmaan Pemblayaan 624.255.351.000 624.255.351.000 0 0 

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 24.239.000,000 24.239.000.000 0 0 
3.2.2 Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerlntah Daerah 24.239.000.000 24.239.000.000 0 0 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 24.239 .000.000 24.239.000.000 0 0 

PEMBIAYAAN NETTO 600.016.351.000 600.016.351.000 0 0 
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berl<et1aan (SILPA} 0 0 0 0 
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Sebelum Pe,gesl!ran Setelah Perljeseran 

Hal Buku 

No Penjabaran SKPO/Kode Rekcnlng Uraian Anggaran SKPD/Koda Rekenlng Uralan Anggaran Selislh Kel 

APBO 2017 
1 OINAS PENOIDIKAN OINAS PF.NDIOIKAN 

J. l .Ol.1.1.01.0l,16.00'I BOS SON REJOSARI O I O J.l.01.1,l.01.01,16.004 BOS SOPI P.fJOSAAI O 1 713.392.231 713.392.231 

S.Z.l llB.AflJA PEGAWAI 0 5.2.J BELANJA PEGAWAI 7.200.000 7.200.000 

S.2.1.01 HooorariUm PNS O S.2,!.01 ttonorari.lm PNS 7.200.000 7.200.000 

S.2.1.01.06 Honorarium Bendallara O S.2.1.01,06 Uooousri.un Bendlha1-a 7.200.000 7.200.000 

S,2.2 SELAN.IA SAAAJ<G DAil )ASA 0 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 449.059.231 '\8~.059.231 

S.2.201 6elanJa 6ahan Pakai Habls o s.2.2.01 edania Bahan Pakai Hllbls 26.302.000 26.302.000 

s.2.2.01.01 Be!ilnja Alat Tulis !<onto• 0 5.2.2.01.01 llelanja Ala\ Tulis Kan to, 7.27/.000 7.277.rXKJ 

5.2.2.01.0<I BelanJa Pttangko, Materal dan Benda O S.2.2.01.04 Betanja Pera11iJko, Mate.al dan Banda J.105.000 3.105.000 

Pas Lainnya Pos Lalnnya 

5.2.2.01.07 11e!ar!Ja Pengisian taoong pemadam O S.2.2.01.07 Belanja PengiSian tabung pemadan, !S0.000 150.000 

tell a l:ar an kebakl,ran 

5.2.2.01.10 l!elanja Laundry O S.2.2.01.10 llclanja Laundry 4.000.000 4.000.000 

5.2.2.01. )8 l!elanJa peralalan/ perlengkapa<, O S.2.2.01,18 eelanja p<ralatan} penengkopan 9.no.ooo 9.770.000 

~pramukaan kepramukltan 

5.22.01.20 llelanja Se~der.J dan l.knbul-Ombtll o s.2.2.01.io Belanja Bendera dan Umbcl-uml>ul 2.000.000 2.000.000 

S.2.2.02 Bdanja llahalyMateriaf 0 5.2.2.02 Be!anJ• 8ahan/Materlal 13.450.000 13.150.000 

5.2.2.02.04 BdanJo bahM obat-obatan 0 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 1.850.00-, 1.850.000 

S.2.2.02.lS Belanja bahan peraga/ O S.2.2.02.lS Belanja h•han pe,aga/ 11.600.000 lU00.000 

pelatlhan/praktekl pameran/ al<1t f'<!lallhao/prakteW pameron/ alat 
bantu/ kebaml)!lan b.lntut ketrampllan 

5.2.2.0J ll<)lanja Jesa KanlX>< 0 5.2.2.03 6elanja Jasa Kantor 5.257.000 5.257.000 

5.22.03.05 Bdoni• S..to! Kabar{Majalah 0 5.2.2.03,0S Selanja Surat Kabar/Ma)alah l.657,000 1.657,000 

S.2.2.03.18 BelanJa Jasa Penoar,gkutao sampan O 5.2.2.Q3. L8 8efanjo Jasa Pengangko"tan Sarnpab 3.600.000 3.600.000 - 

LAMPIRAN TI 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 
1'ENTANG 
PERUBAHAN KEENAM A'TAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2017 Tf;NTAl'­ 
PENJABARAN ANO GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE RAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 

PEMERINTAH KOTA SEMA.RANG 
PERUBAHAN KEENAM PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG 

TAHUN ANGGARAN 2017 


